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seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketahanan pangan menurut 

undang-undang tersebut adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga d 
yang tercemin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun nlutunya, 

aman, rnerata, dan terjangkau. 

Konsep dan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional telah dirnulai sejak 

awal kemerdekaan, yang terns disempurnakan dari waktu kewaktu hingga Indonesia inampu 

berswasembada beras pada tahun 1984. Narnun deniluan, berkembang pesatnya-pend2duk 
-.------I - ----- 

beserta -- - -. seluruh abvitas sosial, ekononli dan politik-telah nleninlbulkan tantangan dan 

masalah yang sangat kompleks dan sangat nienlpengarutu upaya nlemjudkan ketahanan 

pangan nasional. Situasi m j s  pangan-ya-~ghalani d e h  karbagalf>angsa termasuk Iqdonesia, 

me &n bertunlpu 

pada' sumberdaya nasional dengan , karena'\,ketergantungan pada 
i 1 

pangan impor ~nenyebabkan kerentanan yang tin=. Tidak satupun neodra dapat 
_I 

melaksanakan ~ e m b  an1utaq tanpa terleblh dahulu mengatasi masalah k&al?anan 

pangannnya. Oleh sebab itu pemjudan  ketahanan pangan yang bertumpu pada suinberdaya 

pangan, kelembagaan dan budaya lokal telah rnenjadi koillittnen nasional untuk diwujudkan 

oleh Pemerintah Pusat dan Peinerintah Daerah bersama masyarakat dalam arti iuas terinasuk 

dunia usaha yang bergerak di bidang pangan. 
i 

Perkernbangan tatanan sosial, ekononi dan politik pada era dernokratisasi dan 

globalisasi ekonomi saat ini, rnenghendaki perubahan serta pendebtan dalam kebijakan dan 

pola pembangunan ketahanan pangan. Dari pendekatan yang bersifat makro, sentralistik, 
d 

dominasi penlerintah; kepada pendekatan nikro, yaitu desentralistik dan peningkatan 

pemberdiyaan masyarakat. Demikian pula pola konsumsi pangan rnasyarakat diarahkan dari 

pola pangin yang didominasi beras menjad pola pansan beragam yang berbasis pada 

keanekaragaman sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal 
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Ketahanan pangan merupakan "kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 

t a n g a  yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam junllah nlaupun / 
l~lutunya, aman, merata dan terjangkau". Dengan pengertian tersebut, nlewujudkan 

ketahanan pangan &pat diartikan lebih lanjut sebagai berikut : 

a. Terpenuhinya pangan yang cukup diartikan ketersediaan pangan dalan~ arti luas 

bukan hanya beras tetapi mencakup pangan yang berasal dari tanaman, temak dan 

ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin d m  

mineral yang bemanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 

b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari celllaran 

biologis, ki~nia dan bendafzat lain yang dapat m e n g a n s u ,  memgikan dan 

membahayakan kesehatan manusia serta ainan dari kaidah agama. 

c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, dapat diartikan pangan hams 

tersedia setiap saat dan rnerata diseluruh taliah air. 

d. Terpen~hnya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh 

oleh setiap rumah t a n g a  dengan harga yang te'rjangkau. 

Ketahanan pangan inempakan suatu sistenl ekonomi pangan yang terinteggasi 

yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistenl utamanya adalah ketersediaan pangan, w'' 

distribusi pangan, dan konsu~l~si pangan. Temjudnya ketahnan pangan n~erupakan 

sinergi dan interaksi dari ketiga subsisten1 tersebut. 

Subsistenl ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta 
f ;. i i 'I kesdmbangan antara ekpod dan import pangan. Ket arus -- ---..-.-- -̂ 

dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, 

terbatas dzn tersebar antar wilayah, volume pangan yang tersedia bagi masyarakat 

hams cukup jumlah dan jenisnya, serta stabil penyediaannya dan waktu ke waktu 
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b. Subsister~l distribusi pangan nlencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi 

atas pangan secara merata. Sisten~ diostribusi bukan sel~lata-mata mencakup aspek 

fisik dalain arti pangan yang tersedia disenlua lokasi yang me~nbutuhkan, tetapi 

juga menyanwt  keterjari&auan ekonoirti yang dicenlllnkan oleh harga dan daya 

Leli masyarakat. Suplus pangan ditingkat wilayah belull1 menjarnin kecukupan 

pangan bagi individu masyarakatnya. Sistenl distribusi ini perlu dikelola secara 

optimal dan tidak bertentangan dengan nlekanisme pasar global, agar tercapai 

efisiensi dalanl proses pe~nerataan akses pangan bagi seluruh penduduk. 

c. Subsistenn konsumsi menyanht  upaya p eningkatan pengetahuan dan kenlainpuan 

masyarakat agar nneinpunyai pemahaman atas pangan, g z i  dan kesehatan yang 

bai'k, sehinaa dapat mengelola koiisunlsinya secara optimal. Konsumsi pangan 

hendaknya memperhatikan asupan (intik) zat pangan dan gizi yang c u h p  dan 

berimbang sesuai dengan kebutuhan b a s  pembentukan manusia ymg sehat, h a t ,  
+'R h,, , 

cerdas dan produktif. l ~ a l a n ~  subsisten1 konsumsi terdapat aspek penting lain yaitu 
?%-c . - 

aspek diversifikasi. Diversifikasi pansan --  merupakan --. - suatu cara untuk nlernperoleh 

etergantmgan masyarakat 

Ketergantungan yang tinggi 

kannya terganBu. Sebaliknya 

agar masyarakat nmqukai pangan altematif perlu ditingkatkan cita rasa, 

penaznpilzn dan kep raktisan pengo!ahanr,ya agar dapat bersaing dengan produk 

yang telah ada. Dala1;7 kaitan in1 tcknolosj pensolahan sangat penting. 

Ditinjau - - --- dari --- sistenl -+ kzl@asan pangan, tenxwju@ya - ketahanan - A -  -.-,-- p a n p  

dihasilkan oleh bekerjanya s m r a  sinergs suatu slstem yang terdiri dai-subsistem 

ah tan@, subsistem IIngkungn masyarakat,.dan subsistempen~erintaf?. S ~ ~ ~ ~ r n  

ah tanggn rn~c_a~&p pensap-rn pola konsungi, pola pengadaan, pola cadangan; 
i i  --------- 

rnencakup ---. - -  - pengaturan produei, _dksGbusi dan 

ernasaran; dan sllbsistem p e n r e d a h  nlencakup kebijakan, fasilitasi dan 

pengamanan. , 
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Sub si s t m m n g h  $angg-d~~ernra_tu~~mlaa lconsuggiaas.emz-mk -&enlat, -.--.A+=- 

efisien dan bertaqgwg jawab, yaitu yano inanlpu !~enyesua~ka,kri,d~agan suinber ,,_--,. ., ,-..,- --- "* - --sd=r-. - 
pangan yang pal& efisien dihasilkan atau disediakan oleh l i n ~ ~ ~ g e ~ t ~ a r ~ z a m p u  

<- * *-_ _ _ _ --* 
" e - - - L-rr-A- -- - *-- *-- -. 

nnya, inanlpu menjaga 

seiinbang, nlampu menekan 
*-c-- I . -- 

k e b o r o s a n ~ n - 5  A %- mam~me~. lul ik i  ---&-A d a n ~ g ~ a ~ ; f & ~ g ~  gpgan .  

s _ _ "  mngembangkan -_, --a,,,#L - --.... pasar M--~- l a n o  --aw-, berkea&la~,i~gm~Ilha.ra--cadangan ,,-,, 

pangan bersama, menumbuhkan sikap sosial yang tin& untuk bekerjasama, 11lemiliki 3 
budaya konsumsi yang hen~at dan efisien. 

mampu ----,_-Mv m e n d u b =  **--- FZ.------- beatifitas - -- dan -- - - s w & ~ ~ - ~ ~ ~ a s y a r a k a t ~ - ~ t u k  - - -  memenuhi - kebutuhan 
x 

pangamya, m e w t u r  dm- m~yediakan  -&si-l;i-~as. mt& preduksi d m  distribusi, ~2 
___* ^_l -.- 

menjamin keamanan pangan sega mengamankan lnaslyarakat dari pgrsaingan tidak adil. 

Dengan berubahnya l i n z h s a n  strategs global dan donlestik, terutama 

dmgan berubahnyz n~anajernen pembangunan ke arah yang lebih desentralistis, 

demohatis, dan lebih terbuka pa& ekononli pasar yans kompetitif; ?embangman 

ketahanan pangan perlil direorientasi dengan mengacu pada suatu paradigma baru yang 

lebih tepat. Paradigpa -------- h 

sebagai berikul : 
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c-') 
1" 
, a. j Pendekatm pengeIllbang'ul : Dari ketahanan pangan pada tatarm makro/agregat 

' \ - J  menjadi ketahanm pangan rurnah tangga. 

Pendekatan nlakro yang menitikberatkan pada volume ketersediaan pangan 

secara agregat pada masa lalu temyata tidak menjamin terpenuhinya pangan yang 

cukup bagi setiap individu. Pada saat pertunlbuhan ekononli mencapai 6 h n s a  7 

persen dan volun~e produksi pangan nasionat relatif cukup, temyata kasus kekurangan 

gizi buruk n~eningkat dari 6,: persen pada tahun 1989 menjadi 11,4 persen pada tahun 

1995. De~nikian pula kondisi tahun 2000, diillana tingkat ketersediaan energi dan 

protein perkapita perhari telah melebihi tin&at rekomendashya, tk&t konsunlsinya 

b a r -  mencapai 82,2 persen dan 97,4 persen. Hal ini mengsyaratkan perlunya 

rnengubah fokus pernbaigunan ketahanan pangan dari ketahman pangan nasional yang 

diukur dari ketersediaan pangan secara ageogt met?Jadi pemantapan ketahanan pangan 

tingkat rumah tangga Dengan terbangmya ketahanan pangan rumah tanBa, secara --. -.----C_____ I - ----- --- --- ----- 
a1 akan 

-- 
/-- 4 

i iC $,j' Pendekatan mmajemen pembmgunm: Dari pola sentrds6s menjadi pola 
1 I 

Pola sentralistis dalam manajei~len peillbangman yang dilaksanakan pada 

periode tahun 1969 hi1122 1997 teIah menyebabkan sistern birokrasi yang panjang dan 

lambat, serta pola pembangunan seragaln yang kadangbla tidak rnarnpu merespon 

masalah dan kebutuhan masyarakit yang beragam antar daerah. Penetapan target 

nasional produksi pangan yang hams dipenuhi oleh daerah dmgan sistein perencanam 

dan pelaksanaan yang berpola top rl'o~vn, walaupun berhasil dalam memacu 

peninghtan produksi, nanlun telah nlengubah perilaku masyarakat yang terlalu 

bergantug pada program pemerintah serta mmgurangi daya kreatiftas dm 

kemandiriannya. Berdasarkan ha1 tersebut, refonnasi manajemen pemban30unan 

mmghendaki suatv proses d~sentralisasi yang sesuai dengan ildirn dernokrasi. D e n p  
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desentralisasi tersebut, perencanaan dan pelaksanaan penbangunan ketahanan pangan 

sebagian besar menjadi kewenangan Pe~nerintah Daerah bersama masyarakatnya. 

Pendekatan ini lebih meinungkinkan mas yarakat ~llelaksanakan keggatan pen~bangunan 

pangan yang lebih tepat dalaln inengatasi nlasalah yang dialanli oleh nlereka secara 

lebih spesifik. Kondisi ini juga men~un&nkan berkeinbangnya heatifitas masyarakat 

daerah dalam mmgemban&an potensi pangannya sesuai dengan sunlber daya, budaya 

dan selera rnasyarakat setempat. Dengan deixikian penantapan ketahanan pangan 

daerah dapat terlaksana secara lebih cepat, tepat dan efektif. 

c. Pel& utama pembangunm : Dad dorninasi perneriutA menja& do 
----- -- - -- 

mas yarnkat. 

Dominasi p wan pemerintah dalam panbangunan yang terjadi sejak awal 

tahun 1970-an telah rnenyebabkan senlpitnya mans bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi. Seluruh k&atan pembangunan fisik dan pengadaan berbagi sarana 

publik diiakukan oleh institusi pemerintah, telah ~nenenlpatkan masyarakat sebagai 

peserta pasif. Pendekatan de~~likian sudah tidak sesuai la@. Disamphg, ke~namnpm - - .  

pen~erintah yang semakin terbatas, juga karena adanya kehendak masyarakat untuk 

berperan lebih besar dalam iklim denlokrasi saat ini. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan 

lain bagi pemerintah untulc mengedepankan peran masyarakat dalan~ perilbangunan 

ketahanan pangan dan n~e~nbatasi peran pernerintah hanya pada fungi-fungsi fasilitasi, 

pembangunan prasarana publik, dan peran-peran lain dimzna nlzsyarakat belurn 

mampu melaksa 
,r --'\ 
d. 1 Foku; pengembmgao komoditas : Dali beras menjadi komoditas p q a a  

i-/ 
Fokus pembangunan pangan yailg bertulllpu pada beras telah myebabkan 

ketergantungan yang sangat tin@ kepada komoditas tersebut. Hal ini berakibat pada 

rentannya ketahanan pansan masyarakat lil 

Pendekatan 
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seperti ini tidak lag  sesuai karena disainping mena~llbah kerentanan, juga nle~nbatasi 

fokus pengembangan pada penyediaan sunlber karbohidrat dari satu jenis pangan, 

sehinga penyediaan pangan sunlber karbohidrat non-beras, protein dan zat gizi 

tertinpgal jauh. Oleh sebab itu pengenlbangan koilloditas pangan diarahkan pada 

diversifikasi produksi nlaupun konsunsi pangan yang sesuai dengan potensi sumber 

daya dan budaya pangan daerah. Pendekatan ini menlberikan peluang kepada 

masyarakat untuk n~engenlban&an potensi sunlber daya pangannya untuk menopang 

kebutuhan pangan dan gizi masyarakatnya. 

ah tangga atas pmgm : Dari penyeGaan pangan mwalh 

menjadi pehgkatan daya beli. 

Upaya pernenuhan pangan yang cukup bad masyarakat melalui paingkatan 

produk~i domestik dan penyediaan pangan nlurah di masa lalu, khususnya beras, 

ditempuh melalui kebijakan subsidi pada sisi prduksi maupun kebijakan stabilisasi 

harga pada sisi konsumsi. Kebijakan ini meiiilerlukan biaya intervensi yzng sangat 

besar. Hal ini disamping nlerupakan suatu pe~nborosan, juga mmyebabkan rendahnya 

daya saing petani dalam perekononlim yang semakin terbuka saat ini. Oleh sebab itu - -  
oan usahatani E n g i n  yang efisien dan - - - - - -  - ui i - .  -A,---- 

berdaya saing, yang meli~un&&an para pelaku usahanya memperoleh peningkatan 
v- 

pendapatan yang men~adai. Dengn denikian usahatani yang terintw~asi dengan usaha 

hulu dan hilirnya atau agribisnis ~nenjadi lebih tepat untuk diterapkan pada era ekonomi 

terbuka saat ini. MeIalui pendekatan ini, p-endapatan nunah tan= akan n~eningkat, 

yang berarti daya beli atas pangan yang cukup dail berkualitas meningkat pula. 

-- - 
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v 

Pada dasarnya pemantapan ketahanm pangan yang ingin diwujudkan adalah 

ketahanan pangan rumah tangga, yang tentunya secara kurnulatif akan menopang 

ketahanan pangan daerah dan nasional. Masalah utama yang dihadapi untuk 

mewujudkan ha1 tersebut adalah adanya percepatan penlintaan atas kebutuhan pangan _ __--- 

yang lebih tin& dari percepatan penyediaannya. Hal ini terjadi karena adanya berbagai 

pennasalahan seperti yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu. Penanganan 

pennasalahan tersebut pada dasarnya terkait dengan kapasitas sumberdaya, 

pemanfaatan teknologi, peluang pasar, partisipasi dan keberdayaan masyarakat, serta 

peran fasilitasi pe~nerintah. 

S e h u b u n ~  densan itu, strategi yang dikembangkan dalam upaya 

pen~antapan ketahanan pangan adalah : 
-.__I_ ---- 

a. Pengenlbangn kapasitas produksi pangan nasional melalui rehabilitasi kenla~npuan 

clan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam: lahan, air, perairan. 

b. Penin&atan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam keselunthan sistem 

ketahanan pangan, melalui berbasai bentuk kerja sanxa dan kemitraan usaha. 

c. Pengenlbangan dan peningkatan intensitas jarinsan kerja sama lintas pelaku, lintas 

wilayah, dan lintas waktu dalam suatu sistem koordinasi guna mensinergikan 

kebijakan, program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangar,. 

d. Peningkatan efektivitas dan kualitas kinerj a pemenntah dalam meidasilitasi 

masyarakat berpartisipasi dalam pemantapan ketahanan pangan. 

e. Pmgemban~an agribisnis pangan yang berdaya saing berkerakyatan, berkelanjutan 

* dan terdesentralisasi d e n 9  pengertian sebagai berikut: 

i. Berdaya saino, t i n e ,  yang diupayakan melalui peningkatan efisiensi dengan 
. 

memanfaatkan inovasi dm teknolog, peningkatan produktivitas dan nilai 

tan~bah, serta penajaman orientasi pasar. 
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ii. Berkerakyatan, yaitu n~ernfasilitasi peluang yang-lebih besar bagi nmsyarakat 

luas untuk berpartisipasi dalanl usaha kecil dan rnenengah, dengan 

mendayagunakan sunlber daya yang dimililunya. 

. . . 
lu. Berkelanjutan, diupayakan 111elalui peningkatan dan penleliharaan kapasitas 

sumberdaya alam, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan 

pengenlbangan siste11 distribusi keuntungan yang adil. 

iv. Terdesentralisasi, yang berarti keputusan tentang hal-ha1 yang terkait dengan 

pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan 

berada di tangan nlasyarakat bersanla Pemerintah Daerah, dalain rangka 

mendorong pendayagunaan keunsulan sun~ber daya daerah sesuai preferensi 

masyarakat di daerah yang bersan&tan. 

Kebijakan penlantapan ketahanan pangan diarahkan untuk n~engatasi 

tantangan dan masalah yang mens&ambat proses dan kinerja ketiga subsisten1 

ketahanan pangan, serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk nletllenuhi 

kecukupari parigan bagi setiap penduduk. Mecuhpan pangan tersebut dihasilkan oleh 

masyarakat dengan n~enlanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. 

Kebijakan j anaa  pendek diarahkan uqtuk menangani kerawanan pangan 

transien (mendadak), yang pada intinya berupa penailganan yang hams segera 

dilakukan. Kebijakan jangka menenqih diaralikan untuk rnengatasi ksrawanan pangan 

kronis secara lebih efektif serta menin@atkan kenlanlpuan dan kenlandirian dalam 

penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara berkelanjutan. Kebijakan jangka 

panjang diarahkan untuk menin*tkan kapasitas produksi pangan nasional dalam 

ran& rilenlenuhi kebutuhan pansan yang terus meningkat dan mendorong diversifikasi 

pangan, serta rnenin&atkan jaminan b a y  setiap penduduk untuk meinperoleh pangan 

yang cu'mp. Ketiga kelompok kebijakan tersebut dilaksanakan secara sirnultan 

walaupm pa& tahun pertama prioritas utalna diberikan pada implemtasi  kebijakan 

jangka pendek, khususnya n~engatasi masalah kerawanan pangan transien. 
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IIE. PE DAN K3EWrlENANGAN PEIIMERTNTAB D A I ; M  PEMANTAPAN 

Dalam ran& melaksanakan strateglpmdekatan kebijakan dan pencapaian 

sasaran pembangman ketahanan pangan, pe~llerintah berperan dalanl 111enIfasilitasi 

penciptaan kondisi yang kondusif bag rnasyarakat dan swasta untuk be&ip~ah dalam 
- -- A - -- --- - - - 

n. Upaya penciptaan kondisi tersebut dapat 

dilaksanakan rnelalui : 

a. Penerapan kebijakan makro ekonomi yang kondusif, menyanwt: suku bunga, nilai 

tukar, perpajakan, investasi prasarana publik, peraturan pemdangan, dan 

intervensi kegggalan pasar 

b. Penin&tan kapasitas produksi nasional illelalui pengembansan sistenl dan usaha 

agribisris yang berbasis pada kornoditas pertanian bahan pangan, dengan 

n~engopdmalkan pemanfaatan sunlber daya slam nasional, effisiensi penerapan 

teknologi spesifik lokasi, dan mmgembangkan manajeinen serta prasarana ekonomi 

untuk rnen&asilkan produk-produk pangan yang berdaya saing. 

c. Penanganan sinlpul-simpul kritis daiain pelayanan publik, seperti: sistim n~utu, dan 

infomasi pasar agibisnis, illnu pengetahuan dan teknologi, per~llodalan, 

transportasi, pmdidikan dan pelatihan manajenlen, kemitraan usaha agibisnis, 

cadangan pangan mas yarakat dan pemerintah, pendidikan gizi dan 

pmgelolaan konsumsi, penerapan sistem r ~ ~ u t - ~  dan periindungan konsunlen dari 

bahaya akibat mengkonsumsi pangan. 

d. Penin&tan kemandirian dan pemberdayaan mas yara kat agar manlpu dan mandiri 

untuk mengmali potensi dan kemampuannya, alternatif peluangya, dan marnpu 

mengan~bil keputusan yang terbaik untuk mmgembangkan uiahanya s e a r a  

berkelanjutm daf am suatu p erekonolnian yang men$L-uti azas ill&anisn~e pasar 
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yang beikeadilan. Upaya peningkatan kenlandirian dan penlberdayaan masyarakat 

dilakukan nlelalui upaya : (a) pengembangan kelelnbagaan tani; (b) peicepatan 

transfer teknologi kepada masyarakat; (c) nlet~lpenlludah akses fasilitas produksi 

oleh petanilprodusen dan pelaku usaha; dan (d) meningkatkan dan mnelpenlludah 

akses pasar. 

Peian-peran pemerintah teisebut di atas dilaksanakan melalui instansi- 

instansi yans mengemban illisi yang bersangktan, di pusat, propinsi, dan 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalan~ sisten~ otono~lli daeiah 

Penlbeidayaan apaiat pada masing-masins instansi penlerintah perlu ditingkatkan, baik 

dari sisi penlahaman substansi, kerja sama lintas instansi, serta penyesuaian metoda dan 

prasaiana pelayanannya agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi fasilitas secara optimal 

dan efektif. Dalam nlelaksanakan fungi-fungsi fasifitasi tersebut, pemerintah 

mengembangkan proses dialog untuk memahanu aspirasi dan kepentingan msui-unsur 

"stake holders", agar kebijakan dan pelayanan publik sedapat lnun&n efektif 

merespon kebutuhan masyarakat. 

Dala~n kerangka mematutu azas-azas desentralisasi, pemerhtah pusat dan 

propinsi menlbatasi perannya sesuai peratuian yang beilaku, khususnya pada urusan- 

urusan yang beisifat lintas daeiah, serta melnbantu pernerintah daeiah sesuai 

pennintaan. Pemerintah kabupaten melaksanakan perannya sesuai kewenangan 

otononmya, nalnun tetap dalam kerangka sistem yang lebih luas. S&iap kebijakan perlu 

dipertimbangkan keterkaitan timbal baliknya d & g n  kehidupan di tingkat lokal, 

regional, hingga nasional, dan bahkan di tingkat global. 
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2. Kewenwan Pernerint* dan Pemrintah Daerah. - 

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 dan PP 

No. 25 tahun 2000, maka pelaksanaan rnanajeinen pe~llbangman ketahanan pansan di 
I 

pusat dan daerah yang dijabarkan dalanl program penlbangunan sistenl ketahanan 

pangan, diletakkan sesuai dengan peta kewenangan penlerintah, yang lebih meinberikan 

peluang pada partisipasi aktif masyarakat. Beberapa kewenangan tersebut antara lain : 

1) Penetapan nonlxa dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan 

pangan. 

2) Penetapan standar dan prosecjur pengujian inutu bahan pangan nabati dan 

hewani. 

3) Penyusunan pedonlan penlantauan, pengkajian, dan evaluasi proclulisi pangan 

nabati dan hewani. 

4) Penyusunan pedonlan pemantauan, pengkajian dan evaluasi ketersediaan 

cadansan pangn  pemerintah dan masyarakat. 

5) Penyusunan perencanaan terpadu ketersediaan dan cadangan pangan nasional 

dan daerah. 

6 )  Penyusun~n pdornan pernantauan serta pengkajian pangan dengan distribusi 

clan perdagangan pangan strategis 

7) Penyusunan pedoman pemantauan, pengkajian, dan pemlusan kelayakan 

harga pangan strategis. 

8) Penyusunan pedoman pemantauan, pengkajian, serta p~ningkatan sarana dan 

prasarana distribusi pangan. 

9) Penetapan nornla dan standar pengadaan, penselolaan &n distribusi 

pengadaan pangin. 
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10) Penetapan keb4ak.n perencanaan nasional pengen~bangan system informasi 
$3 

ketahanan pangarT%esional. 

1 1) Penetapan kebijakan nasional penanganan kerawanan pangan dan gizi. 

12) Penetapan pedoman perlindungan konsumen terhadap mutu bahan pangan 

nabati dan hewani. 

13) Penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan, bimnbingan pelatihan dm 

supervisi atas penyelengaraan otononi daerah dalam kewaspadaan pangan. 

14) Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan. 

15) Penetapan pedoman unlunl pemberdayaan masyarakat. 

16) Penetapan kebijakan pola pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat. 

17) Penetapan kebijakan motivasi ketahanan pangan masyarakat. 

b. Kewenmgarl Pernehth Prophi  

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi bidang ketahan pangan dilahkan melalui : 

1) Penetapan standar pelayanan nlinimal dalam bidang pertanian yang wajib 

dilaksanakan oleh Kabupat 

2) Koordinasi lintas Kabupat a dalam pemantauan dan evaluasi produksi 

pangan nabati dan hewani. 

3) Koordinasi lixtas Kabupaten/Kota dalam pemantauan, pengbjian, dan 

evaluasi pelaksanaan pengembangan cadangan pangan penlerintah dan 
t 

masyarakat. 

4) Eerencaiaan terpadu iintas Eabupai-edKota daian-1 kdersediaan cadangan 

pangan strategis. 
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5) Penetapan standar pelayanan pengenlba distribusi pangan. 

6) Koordinasi perencanaan dan pengendalian lintas Kabupaten/Kota dalam. 

7) Pengembangan distribusi dan perdagangan pangan strategis di wilayah 

propinsi. 

pedo~nan pemantauan pengkajian dan perunlusan kelayakan 

harga pangan strategis. 

9) Penyusunan pedoman pemantauan, pengkajian, serta peningkatan sarana dan 

prasarana distribusi pangan. 

10) Koordinasi regional lintas Kabupatenfita dalam perencanaan dan 

pengembangan sistim informasi ketahanan pangan. 

11) Koordinasi regional lintas Kabupa tMota  dalan~ perencanaan penlantauan 

dan penanganan kerawanan pangan dan gzi .  

12) Koordinasi regional Lintas Kabupateflota dalam pelatihan sistim informasi 

ketahanan pangan serta pelatihan sistm informasi ketahanan pangan serta 

pelatihan kerawanan pangan dan g z i .  

13) Kebijakan dukmgan kerjasanla antar K a b u p a t m o t a  dalam bidang 

perlindunpn konsunlen atas bahan pangan. 

14) Koordinasi regional antar KabupatedKota dalam pzmberdayaan ketahanan 

15) Kerjasama antar Kabupat ota dalam pengembangan motivasi dan 

partisipasi masyarakat. 

16) Advokasi, konsultasi, dan pelayanan pemberdayaarl masyarakat &lam 

nlenin&tkan ketahanan pangan. 
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c. Kewenangan Pernerintah KabupatenlKota 

Dalain rangka operasional bidang ketahansn pangan dilakukan t~lelalui : 

1) Penlantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategis nabati dan 

hewani . 

2) Pe~nantauan, pengkaj ian, dan pengei~~bangan cadangan pangan peinerintah dan 

masyarakat. 

3) Koordinasi linias wilayah dala~n rangka kecukupan pangan dan cadangan 

pangan peineritah dan mas yarakat. 

4) Fasilitasi pelaksanaan, nonna, dan standar pengenlbanen distribusi pansan. 

-\ 2) Pemantauan, pengkajian, dan pengawasan penerapan standar telais distribusi . - 

6) Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah KabupatenKota 

7) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sisiim pangan. 

r- 
8)) Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan. 

"# 

r.. 
\'. ( 9& Pelaksanaan pengawasan mutu dan keanlanan pangan 

b) Pengawasan sisti~u jan.linan nlutu pangan. 

1 I) Pe~~lbinaan perbaikan nlutu pangar. masyzraicat. 

12) Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesasn dan 

perkoiaan. 

13) Pemmusan langkah-Ian@ penceoghan dan penan~dangan  gejala keku- 

rangan pangan serta keadaaan darurat pangan. 

14) Pengembangan peran serta koperasi dan s&asta &lam menangulangi 

kerawanan pangan. 
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15) Pengembangan sunlberdaya nlanusia (SDM) dibidang kewaspadaan dan 

pengembangan mutu pangan siap konsuinsi . 

16) Pengkajian, perekayasaan, dan pengeinbangan kelembag3an ketahanan pangan 

di pedesaan. 

17) P e n ~ l a n g a n  partisipasi masyarakat dalain pengelolaan cadangn pangan. 

atan motivasi masyarakatlaparat dalain rangka peinantapan ketahanan 

pansn.  

19) Pelaksanaan pronlosi bahan pangan lokal. 

20) Gerakan pengembangan lumbmg pangan masyarakat dan stabilisasi terhadap 

pangan n~asyarakat . 

21) Penlberdayaan keleinbagaan petani (kelonlpoktanikoperasi) dalain rangka 

ketahanan pangan masyarakat. 

22) E e n y u l ~ a n  dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan. 

23) Pmgembanpn kenlitraan dalam ran* menin&atkan ketahanan pangan 

n~asyarakat. 

Selanjwya, dalanl implementasinya beberapa contoh yang dapat dila 

pemehtah daerah &lam pemantapan ketahanan pangan diantaranya : 

Analisis situasi dan kondisi ketahanan pangan wilayah tersebut, dapat dilakukan 

denpn n~elihat dari sisi gambaran situasi produksi dalam ketersediaan pangan 

densan rnenggunakan pendekatan Neraca Bahan Makanan (NBTVI). Dengan 

metode tersebut dapat diperoleh gambaran atau evaluasi penyediaan pangan 

rnelalui prduksi, distribusi pangan regional (pangan yang masuk dan keluar 
, 
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wilayah serta cadangan pangan) dan penggunaan funtuk pakan, bibit dan 

industri) sehingp tersedia untuk dikonsul~lsi. 

Karena NBN merupakan gambaran penyediaan pangan secara utuh, baik dari 
q 9  

komoditas pangan, ternak, ikan dan perkebunan serta menguraikan aliran pangan 

dari produksi, pengadaan, dan pengunaan maka diperlukan dukungan data yang 

akurat dari instansi lintas subsektor dan sektor di daerah seperti perdagangan, 

Dolog, kesellatan, kantor statistik serta dari sector pertanian sendiri 

Dari sisi konsuinsi pangan daerah dapat dilakukan dengan nlenganalisis situasi 

konsumsi pangan dengan rne~~~pertimbangkan potensi surnberdaya dan sosial 

daerah. Berbagai data yang dilakukan rnelalui "Survey Ekononli Nasional 

(SUSENAS)" yang dilakukan dinas statistik atau data pemantauan konsurnsi 

pangan oleh dinas kesehatan, dapat dipergunakan untuk menganalisis konsumsi 

pangan di daerah . 

b. Perencanaara P a q m  dengaxr Pendekatan Pola Pmgm Harapan @PEE). 

Dalam ran* perencanaan konsulllsi panzan di daerah, pendekatan Pola Pangan 

Harapan (PPW sebagai alat perencanaan pangan inulai perlu dipergunakan. 

Untuk menjadikan PPH sebagai instrurnen perencanaan pangan di daerah 

diperlukan kesepakatan tentang p ola konsumsi p angan dengan 

n~e~~~pertin~ban&n (a). pola konsumsi pangan penduduk saat ini; (I;). kebutuhan 

gizi  yarig dice oleh pola kebutuhan energ; (c). rnutu $5 pangan yang 

dicerrninkan oieh konlbinasi n~akanan yang magandung pangan nabati dan 

hewani; (d). pernasalahan pangan dan gizi di daerah; (e). k e c e n d e m w  

perrnintaan pangan; (0. kemampuan dalan~ penydaan pangah daerah. 

Dalarn rangla pengetrapan perencanaan' pangan berbasis PPH, Badan Bimas 

Ketahanan Pangan Pusat sedang rnenyusun pedoman PPH 2002 - 2004, sehingga 

masing-masks Pemda dapat menterje~~lakkan, mengadaptasi dan mengunakan 
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konsep PPH tersebut pada perencanaan pangan daerah. Penerjemahan adaptasi 

ini perlu melibatkan lintas sector terkait serta para pakar pangan dan gjzi di 

daerah dalam suatu pertemuan atau workshop perencanaan pangan daerah. 

c. Program Daerah ddam Pernantapm Ketahanm PanE 
__I_-- 

i"U--s-MA-x- w.e-%---a- * 

Program pemantapan ketahnan pangan perlu dimluskan dan dimantapkan di 

daerah dengan lebih menlpertimbangkan pennasalahan serta kondisi agrosistem 

dan social budaya pangan local daerah. Berbagai kegiatan program tersebut 

antara lain : (a). pengembangan lumbung pangan; (b). peningkatan pangan Lokal; 

(c). pengembangan makanan tradisional (d). pemanfaatan pekarangan; (e). sistem 

kewaspadaan pangan serta; (0. pemberdayaan ketahanan pangan di daerah 

melalui intensifikasi, perluasan areal dan deversifikasi pangan. 

A p r  lebih efektif dan berdaya guna, pelaksanaan progran tersebut agar 

n~ensgunakan pendekatan pengembangan wilayah dengan memperhatikan tiga 

kriteria utama, yaitu wilayah rawan pangan, wilayah perbatasan dan wilayah 

sentra produksi p angan. Pendebtan menurut kriteria 4i;ilayah perlu dilakukan 

mengingat pennasalahan ketahanan pangan di masing-masing wilayah tersebut 

memerlukan persanganan yang berbeda-beda. 

Upaya mewujudkan ketahanan pangan dan berbagai pennasalaharmy2 akan terus 

menjadi isu selama kehidupan rnanusia masih berlangsmg. Hak untuk memperoleh pangan 

melekat pa& setiap individu sepanjang hidup. Oleh kareni itu ketahanan pangan di tinglat 

~ m a h  tan= hams dimjudkan dari waktu ke w a h .  Prasyarat untuk itu adalah ketersdaan 

pangan yaq ,  cukup di tin@.t lokal akan lebih terjanlin apabila dapat dipenuht dan sumber 

daya lokal, atau dipenuhi melalui kerja sama antar lokasi atzu antar daerah. Ketahanan 

masing-masing iokasi dan daerah terseb-ut pada akhirnya menjadi komponen ketahanan 

nasional. 
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Disatnphg me~~~punyai hak atas pangan, setiap individu juga mempunyai tangung 

jawab untuk mengupayakan smdiri kebutuhan pangannya, baik dari produksi sendiri atau 

meinbelinya dengan penghasilannya. Dengan denlikian individu atau rutllah tangga tidak perlu 

inenjadi beban lin&mgannya. Nalnun deiuikian apabila terjadi ketidak mailrpuan karena 

sesuatu hal, maka rnasyarakat sekitarnya dan pamong praja, baik Pemerintah Daerah maupun 

Penlerintah, wajib mengusahakannya agar hak atas pangan tersebut dapat terpenutu. 

Memperhatikan tantangan tersebut masyarakat, pemerintah daerah nlaupun 

penlerintah pusat sangat berperan sentral dalaill upaya n~enlantapkan ketahanan pangan baik 

pada tingkat nasional dan wilayah masyarakat mnah tangga. 

- - 
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